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ABSTRAK

ANALISIS PENYAJIAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH NOMOR 07
(Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penyajian aset tetap
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Tujuan standar tersebut adalah untuk mengatur
penyajian aset tetap saat pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan,
penilaian, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data
diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan
sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengatur 12
komponen penyajian aset tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah menerapkan 11 komponen penyajian
aset tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor
07, namun ada 1 komponen yang belum sesuai sepenuhnya diterapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung pelaksanaannya yaitu terkait dengan perhitungan
akumulasi penyusutan per jenis aset tetap. Dengan demikian, diharapkan
penelitian ini dapat mendorong pihak terkait untuk menerapkan praktik
akuntansinya yaitu akumulasi penyusutan per jenis aset tetap sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 secara menyeluruh dan
konsisten.

Kata kunci : Aset tetap, Penyajian Aset Tetap dan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07



ABSTRACT

THE ANALYZING OF FIXED ASSETS REPORTING OF
DISTRICT GOVERNMENT BASE ON GOVERMENTAL ACCOUNTING
STANDARD NUMBER 07

(Case Study at Health Department in Sijunjung District)

This study aims to analyze about fixed asset reporting of Health
Department at Sijunjung District base on Statement of Government Accounting
Standard Number 07. The objective of the this standard is to regulate the reporting
of fixed assets during recognition, measurement, expenditures after acquisition,
valuation, termination and disposal and disclosure of fixed assets.

The analytical method used is qualitative descriptive analysis. Data
obtained by conducting interviews and documentation related to the financial
reporting system implemented by Health Department at Sijunjung District.

Statement of Government Accounting Standard Number 07 deals with 12
components of fixed assets reporting. The results of this study indicate that the
Health Department at Sijunjung District implemented 11 components of fixed
assets reporting according to with Statement of Government Accounting Standard
Number 07, but there is 1 components of fixed asstes reporting that has not been
fully appropriate implemented by Health Department at Sijunjung District which
not appropriate to the standart the valuation of depreciation per type of fixed
assets. Thus, it is expected that this research can encourage related parties to
implement the accounting practices that are depreciation per type of fixed assets
in accordance with Statement of Government Accounting Standard Number 07
thoroughly and consistently.

Keywords: Fixed Assets, Fixed Assets Reporting, Statement of Government
Accounting Standards Number 07
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pada umumnya akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi
dalam bentuk keuangan pemerintah yang akurat, transparan dan akuntabel.
Seiring dengan informasi keuangan pemerintah tersebut, diharapkan pemerintah
saat ini dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban
terhadap dana masyarakat yang diamanahkan kepadanya. Namun tidak jarang
dalam pelaksaannya, memungkinkan terjadi penyelewengan seperti korupsi,
kolusi, nepotisme (KKN), serta terjadi perimbangan pemerintah eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, reformasi di sektor keuangan dituntut
oleh publik untuk lebih akurat, transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata
pemerintahan yang baik di sektor publik (good public governance).

Good public governance merupakan aturan perilaku pengelolaan
pemerintah yang bertanggung jawab dan akuntabel oleh para penyelenggara
negara. Keinginan mewujudkan good public governance (GPG) semakin terlihat
nyata ketika pemerintahan melakukan reformasi sektor keuangan yang ditandai
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
negara dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
negara yang mensyaratkan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.



Salah satu hal yang paling krusial dalam pengelolaan keuangan
pemerintah daerah adalah terkait masalah aset. Beberapa daerah kebanyakan
pengelolaaan asetnya dinilai buruk. Hal ini dibuktikan dari opini audit oleh
pemerintah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memperoleh opini
disekelilingnya, salah satu penyebabnya adalah banyaknya aset tidak berwujud
atau tidak jelas kepemilikkan dan nilainya.

Namun seiring dengan perkembangannya pengelolaan aset ini lebih tertata
dengan baik dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pemerintah
tersebut mengeluarkan standar dalam penyusunan laporan keuangan yaitu
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan telah direvisi dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut telah
ditetapkan aturan mengenai pengelolaan aset mulai dari pengukuran, penyajian,
pelaporan dengan pengungkapannya ke dalam laporan keuangan.

Menurut Suwanda dan Hendri (2015:43) Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
terdapat tambahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang tidak
terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu pada pernyataan PSAP Nomor 12
tentang Laporan Operasional.

Adapun pernyataan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah
sebagai berikut :

Lampiran 1 :

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

o o0 T



Lampiran 2 :

a. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

b. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

c. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP)

PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

f. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak
Dilanjutkan.

@

Sejak terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010, setiap unit pelaporan pada
instansi pemerintah wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan
keuangan pemerintah. Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan
penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap
memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang
tinggi.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari lampiran PP Nomor 71 Tahun 2010. PSAP
Nomor 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan
pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penilaian, penghentian
dan pelepasan serta pengungkapan aset berdasarkan peristiwa (events) yang
terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap,
pertukaran aset, perolehan aset tetap dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status
instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh
laporan keuangan vyaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo
anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO),

laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.



Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca
merupakan salah satu kompenen penting laporan keuangan Kkarena
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah aset
karena aset dapat memberikan manfaat ekonomi bagi organisasi di masa depan.

Hal tersebut didefinisikan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP
Nomor 07 paragraf 04, bahwa :

“Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya”.

Pemahaman tentang aset tetap, permasalahan dan solusinya menjadi hal
yang sangat penting bagi penyusunan laporan keuangan, salah satu dasar hukum
dari pengelolaan aset tetap dalam neraca adalah PP Nomor 06 Tahun 2006 tentang
pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang kemudian ditindak lanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007
tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam
melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa
pengguna barang. Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam
rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Perencanaan
kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun

untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan

administratif terhadap barang milik daerah.



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan rambu-rambu bagi
pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SAP
tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh pemerintah
daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk
berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik
keuangan dimasing-masing daerah. Kebijakan akuntansi ini berisi pengakuan,
pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penilaian, penghentian dan pelepasan
dan pengungkapan.

Penelitian tentang penyajian aset tetap di pemerintah bahwa telah banyak
dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2013) dengan judul perlakuan
akuntansi terhadap perolehan dan penghentian aset tetap yang berdasarkan pada
standar akuntansi pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Yulia hasil penelitiannya adalah untuk
penghentian aset pemerintah kabupaten Sijunjung sudah melakukan penghapusan
dengan cara pelelangan barang inventaris, tapi masih belum juga melakukan
penyusutan terhadap aset tetap.

Hal ini didasari oleh fenomena yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung adalah aset-aset pemerintah daerah masih belum terkoordinir dengan
baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang masih belum jelas
lokasi dan penetapan peruntukannya. Perlakuan dalam bentuk pengkodean barang
sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara
profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat,
berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 4 tahun terakhir Dinas

Kesehatan Kabupaten Sijunjung masih memperoleh opini Wajar Dengan



Pengecualian (WDP), salah satu pengecualian yang paling signifikan adalah
pengelolaan aset tetap. Selain itu para pengelola barang belum memiliki
kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang
daerah serta kode-kode dalam inventarisasi barang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yulia (2013). Namun
perbedannya terletak pada perlakuan aset tetap. Oleh karena itu, berdasarkan pada
latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Penyajian Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07” (Studi Kasus pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1) Bagaimanakah penyajian aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung?
2) Apakah penyajian aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Nomor 07?



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1)

2)

Untuk mengetahui penyajian aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung.

Untuk mengetahui kesesuaian penyajian aset tetap di Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah Nomor 07.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapakan dapat

bermanfaat bagi:

1)

2)

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Sebagai bahan masukan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung yang penulis teliti, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung dapat menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung yang
lebih baik dengan menyajikan aset tetap yang mudah dipahami dan
dapat diandalkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 07.

Bagi penulis

Untuk lebih memahami dan menerapkan teori-teori yang telah
diperoleh dan mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan,
khususnya mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian
ini. Disamping itu penelitian ini juga merupakan salah satu syarat
untuk mencapai gelar sarjana ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).



3) Bagi Pembaca
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang nantinya dapat
bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam
membuat paper ditahun-tahun mendatang yang berkaitan dengan
penyajian aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah Nomor 07.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Konsep Teoritis
2.1.1 Konsep Dasar Aset
2.1.1.1 Pengertian Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang
(Suhanda, 2007 : 13)
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan (Sumarsan, 2013 :
14). Aset juga dapat didefinisikan sebagai kelompok akun yang disajikan
(Samryn, 2012 : 370).
Aset adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diharapkan
akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi di
masa lalu (Baridwan, 2014 : 20)
Sedangkan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 adalah paragraf 04 bahwa :
“Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya”.
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Jadi aset adalah sumber daya ekonomi yang ; (a) dikendalikan oleh entitas
sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan (b) manfaat ekonomis di masa depan dari
aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.
2.1.1.2 Komponen-komponen Aset

Menurut Harahap (2013:222) terbagi atas 5 komponen aset, yaitu :

1. Aset lancar (current asset)

Aset lancar adalah suatu aset yang diklasifikasikan sebagai aset
lancer jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

Aset lancar terdiri dari :
a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang
d. Piutang lain-lain, dan
e. Persediaan
2. Aset non lancar (investasi jangka panjang)

Aset non lancar (investasi jangka panjang) adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Aset non lancar (investasi jangka panjang) terdiri dari :

a. Investasi non permanen
b. Investasi permanen
3. Aset tetap (fixed asset)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaakan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

Tanah

Peralatan dan mesin

Gedung dan bangunan

Jalan, jaringan dan instalasi

Aset tetap lainnya

Konstruksi dalam pengerjaan
g. Akumulasi penyusutan

4. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

0P o0 OTCE
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Aset tidak berwujud terdiri dari :

a. Hak paten

b. Hak cipta

c. Hak merek

d. Biaya riset dan pengembangan

5. Aset lainnya (other asset)

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset
tetap.

Aset lainnya terdiri dari :

a. Tagihan piutang penjualan angsuran

b. Tagihan tuntunan ganti kerugian daerah

c. Kemitraan dengan pihak ketiga.

2.1.2 Konsep Dasar Aset Tetap
2.1.2.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain
atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari
satu periode (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:16) .

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Jadi, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang
sifatnya tetap dan digunakan dalam kegiatan perusahaan, bukan untuk
diperjualbelikan juga mempunyai umur ekonomis lebih dari 12 (dua belas) tahun.
Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi,
mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-

lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, kecuali

tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan.
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2.1.2.2 Karakteristik Aset Tetap

Menurut Juan (2013 : 340), suatu aset tetap harus memiliki karakteristik

sebagai berikut :

1.

2.

3.

Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan
dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan
sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh
diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai
persediaan).

Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang, lebih dari
satu tahun periode.

Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri
substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud
seperti hak paten dan merek dagang.

Dalam PSAK nomor 16 (2009 : 16), suatu aset tetap harus memiliki
karakteristik—karakteristik berikut:

a.

Aset yang hanya digunakan dalam operasi normal perusahaan saja
yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan
bermotor yang dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus
diperhitungkan sebagai persediaan).

Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih
dari satu periode.

Aset tersebut memiliki ciri-ciri substansi fisik kasat mata sehingga
dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Menurut Firdaus (2010 : 177), beberapa karakteristik dari aset tetap adalah:

1.

2.
3.

Aset tetap adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan
untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan.

Umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
Pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang
nilainya besar atau material bagi perusahaan.
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2.1.2.3 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam paragraf 7, Aset tetap
diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas, aset tetap pemerintah atau barang milik daerah tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap  dipakai. Seperti: tanah
perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran,
hutan, tanah kolam ikan, danau/ rawa, sungai, tanah tandus/rusak,
tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah
bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain
sejenisnya.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, yaitu
sebagai berikut:

a) Alat-alat besar.

b) Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung. alat-alat bantu dan
lain-lain sejenisnya.

c) Alat-alat angkutan

d) Alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor,
alat angkut apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor,
alat angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

e) Alat-alat bengkel dan alat ukur.

f) Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain
sejenisnya.

g) Alat-alat pertanian/peternakan.

h) Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman
/pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

i) Alat-alat kantor dan rumah tangga.

j) Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.

k) Alat studio dan alat komunikasi.

1) Alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

m) Alat-alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat
kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat
kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat
farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

n) Alat-alat laboratorium seperti unit alat laboratorium, alat
peraga/alat, peraga sekolah dan lain-lain sejenisnya.

0) Alat-alat keamanan seperti senjata api, persenjataan  non
senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.
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c. Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, yaitu sebagai
berikut.
a) Bangunan gedung
Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung,
bangunan instalansi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah
tempat tinggal dan lainnya yang sejenis.
b) Bangunan monumen
Candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan
dan lain-lain sejenisnya.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, berikut  adalah
klasifikasinya :
a) Jalan dan jembatan
Jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya.
b) Bangunan air/irigasi
Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air
pengembangan rawa dan polde, bangunan air penganan surya
dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan
bangunan air lain yang sejenisnya.
c) Instalasi
Instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan
sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi
pembangkit listrik, instalasi  gardu listrik dan lain-lain
sejenisnya.
d) Jaringan
Jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain
sejenisnya.

e. Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi  siap dipakai. Aset tetap yang tidak digunakan untuk
keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap
dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya, macam-macam aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :
a) Buku dan perpustakaan

Buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu
bahasa, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu
pengetahuan praktis arsitektur, kesenian, olah raga geografi,

biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
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b) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
Barang bercorak kesenian, kebudayan seperti pahatan,
lukisan alat-alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan,
dan lain-lain sejenisnya.
¢) Hewan/ternak dan tumbuhan
Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang
melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain
sejenisnya. Tumbuhan-tumbuhan seperti pohon jati, pohon
mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain sejenisnya
termasuk pohon ayoman/pelindung.

f. Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya, namun apabila konstruksi tersebut sudah
selesai dibuat atau dibangun dan telah siap digunakan harus segera
direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

2.1.2.4 Pengakuan Aset Tetap
Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 15, Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria
sebagai berikut ini :
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka suatu entitas
harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat
diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak
langsung, bagi Kkegiatan operasional pemerintah. Manfaat
tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan
belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan
datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila
entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko
terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat
dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini
terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya
dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti
pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya,
apabila dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau
dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan
atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi.
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3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
Salah satu dari tujuan utama dari perolehan aset tetap
adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung
kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan .
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.

2.1.2.5 Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 20, aset tetap dinilai
dengan biaya perolehan, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak
memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada
saat perolehan.

Sedangkan biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, biaya sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset
tetap tersebut, dan biaya tersebut ditentukan menggunakan prinsip yang
sama seperti aset yang dibeli  (setiap potongan dagang dan rabat
dikurangkan dari harga pembelian). Biaya perolehan lebih  dapat
diandalkan dari pada penilaian yang lain karena biaya perolehan lebih
obyektif dan dapat diverifikasi.

Selain itu juga apabila terdapat transaksi pertukaran dengan
bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya dan
dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri.
Biaya perolehan tersebut dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal
dengan entitas yaitu biaya untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
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Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 30, jenis aset tetap
serta komponen-komponen biaya yang termasuk di dalam harga
perolehan meliputi sebagai berikut :

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, biaya
perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pematangan, biaya pengukuran,
biaya penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi
nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli
tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan.

2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan
jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai dengan siap untuk dipakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperolen dan mempersiapkan sampai dengan
peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan.

3. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung
dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain
meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk
biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya
notaris, dan biaya pajak.

4. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan,
irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
untuk dipakai.

5. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya
bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang
biaya tersebut tidak dapat digabungkan secara langsung pada
biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya. Demikian pula biaya permulaan start-up cost dan
pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi
kerjanya. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan,
maka Dbiaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh  secara gabungan tersebut ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
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2.1.2.6 Pengeluaran Setelah Perolehan
Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 49, adanya pengeluaran

pasti setelahnya dibutuhkan perolehan, maka perlu ditetapkan pengeluaran
setelah perolehan tersebut, maka kriterianya sebagai berikut :

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang memperpanjang masa manfaat
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang
akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar Kkinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 diatas ditetapkan
dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada
paragraph 49 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization
thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu
pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam
jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya
kapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk
seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan
jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan
operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya
kapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsiten
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2.7 Penilaian Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 23, Untuk menentukan
berapa besarnya penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dalam hal ini
neraca, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu nilai dari aset tetap tersebut,
dengan kata lain melalui tahap penilaian aset tetap sebagai berikut :

a. Penilaian Awal

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui
sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap,
pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila
aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut
adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh,
dan untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar
pada saat neraca awal tersebut disusun dan untuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca awal atas perolehan aset
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baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga
wajar bila biaya perolehan tidak ada.
b. Penilaian Kembali

Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam Standar
Akuntansi  Pemerintahan adalah pencatatan dilakukan
dalam nilai perolehannya, namun ketika akan dilakukan
revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku
secara nasional. Selain itu revaluasi tidak diatur secara
eksplisit mengenai penilaian, apakah harus dilakukan secara
keseluruhan aset tetap atau dapat dilakukan secara parsial.
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali,
hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut:

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap

2) Tanggal efektif penilaian kembali

3) Nama penilai independen (jika ada)

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk

menentukan biaya pengganti
5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

2.1.2.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 77, suatu aset tetap
dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang
akan datang, akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan
aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang kemudian ditindak
lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.1.2.9 Pengungkapan Aset Tetap

Informasi yang harus diungkapkan dalam penyajian aset tetap
adalah (Nordiawan dkk, 2008: 244) :

1. Kebijakan akuntansi untuk aset tetap

2. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap

3. Rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi
penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya.

4. Informasi penyusutan yang meliputi : nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, nilai manfaat, atau tariff
penyusutan yang digunakan.
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Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 80, laporan keuangan
harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai
berikut :

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai

tercatat (carrying amount).

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi
penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap
lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif
penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan
akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d. Eksistensi (keberadaan aset tetap) dan batasan hak milik atas
aset tetap.

e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
aset tetap.

f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.

g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.1.3. Sejarah Lahirnya SAP

Pada tahun 1994 lahirnya SAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dipicu adanya tuntunan kebutuhan standar akuntansi untuk
pemerintahan. Pada era reformasi semakin mendorong permintaan akan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, yang ditunjukan
dengan adanya PP Nomor 105 Tahun 2000 yang secara eksplisit menyebutkan
SADP (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) dalam pertanggungjawaban
keuangan. Oleh sebab itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) dan
departemen keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.

Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar
Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar

akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK

308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara
yang mensyaratkan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBN/APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan
mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi
pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus
melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (Public Hearing), dan
meminta pertimbangan mengenai substansi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pada pertengahan tahun
2004, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri
Keuangan telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual
dan 11 pernyataan standar, semuanya telah disusun melalui proses penyusunan
(Due Process). Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah
proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap
kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena
pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk
memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan
SAP adalah sebagai berikut (https://www.coursehero.com) :

a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
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d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

Penyusunan SAP dilakukan melalui suatu proses yang sistematis (due
process) yang biasa dilakukan oleh lembaga penyusun standar akuntansi, seperti
Dewan Standar Akuntansi IAl (lkatan Akuntan Indonesia), International
Accounting Standards Board (IASB), dan lain-lain. Tahapan ini dimulai dari
pengidentifikasian topik untuk dikembangkan menjadi draf SAP sampai dengan
pengusulan SAP untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Termasuk dalam
tahapan tersebut adalah mendengar pendapat publik dan permintaan pertimbangan
kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan, KSAP mengacu
kepada praktik-praktik terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh
International Federation of Accountants (IFAC). Strategi adaptasi memiliki
pengertian bahwa prinsip pengembangan SAP berorientasi pada International
Public Sector Accounting Standards (IPSAS), namun disesuaikan dengan kondisi
di Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para
pengguna SAP. (https://www.coursehero.com)

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat
perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia.
Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut
menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan

pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.


https://www.coursehero.com/
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Sekarang telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (cash

towards accrual) sampai basis akrual.

2.1.4 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara dan daerah

Pada dasarnya SAP dilatar belakangi oleh pengelolaan keuangan keuangan

negara dan daerah serta melahirkan peraturan yang menjadi dasar hukum. Adapun

dasar hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah sebagai berikut

(Suwanda dan Hendri, 2015 : 15-16) :

1.

N

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya
bagian yang mengatur keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang diperbahurui dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaaan Keuangan Daerah dan perubahannya yaitu Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah.
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15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2.2

Penelitian Terdahulu

yang merupakan revisi terakhir dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah.

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memperlihatkan pendapat

atau hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No

Nama/Tahun

Judul

Hasil Penelitian

Yulia (2013)

Perlakuan akuntansi terhadap
perolehan dan penghentian
aset tetap yang berdasarkan
Standar

pada Akuntansi

Pemerintah di Dinas
Kesehatan Kabupaten

Sijunjung

tentang aset tetap khususnya pada perolehan

aset, kurangnya peningkatan sumber daya

manusia pelatihan dan teknis
(BIMTEK) di setiap SKPD beserta jajarannya

dengan memberikan pembinaan bagi pengurus

bimbingan

barang dan masih belum melakukan penyusutan

terhadap aset tetap.

Auliana
(2014)

Analisis perlakuan aset tetap
pada Badan Penanggulangan
Kota

Bencana Daerah

Tanjungpinang Berdasar
Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 07.

Akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BPBD

Kota Tanjungpinang untuk pendefinisian,
pengakuan serta pengukuran aset tetap telah
sesuai dengan PSAP Nomor 07, kecuali pada

pengungkapan.

Masipuang
(2015)

Analisis perlakuan akuntansi
Badan
Diklat

aset tetap pada

Kepegawaian dan

(BKD) Kota Manado

Akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh BKD

Manado untuk pendefinisan, pengakuan

pengukuran, pengeluaran setelah perolehan,
pengentian dan pelepasan serta pengungkapan
telah sesuai PSAP Nomor 07 kecuali penyusutan

masih belum melakukan terhadap aset tetap.
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Fahimsah
(2016)

Analisis pengakuan,
pengukuran, penyajian dan
pengungkapan akuntansi aset
tetap berdasarkan PSAK 16
pada Pabrik Gula Lestari

Kertosono Nganjuk.

Perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan
Pabrik Gula Lestari Kertosono Nganjuk untuk
pengakuan dan penyajian telah sesuai PSAK 16
sedangkan untuk pengukuran dan pengungkapan

belum sepenuhnya diterapkan.

Septiana
Putri (2017)

Analisis perlakuan aset tetap
pada PT. Fokus Indo Mitra
Teknik berdasarksn PSAK
16.

Pengukuran aset tetap di PT. Fokus Indo Mitra
Teknik tidak wajar karena hanya mengakui
harga pembelian sebagai biaya perolehan aset
tetap dan komponen aset tetap tidak sesuai
dengan PSAK 16.

Perlakuannya masih ada yang belum sesuai
PSAK 16.
Pengeluaran biaya, penyusutan aset hingga

penyajian sudah sesuai PSAK 16.




2.3

Kerangka Pemikiran

ASET TETAP

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

A 4

PENYAJIAN ASET TETAP

LAPORAN KEUANGAN

PP Nomor 24 Tahun 2005

A 4

PP Nomor 71 Tahun 2010

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

A
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METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, yang menjadi tempat penelitiannya
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, yang beralamat di Jalan Jendral
Sudirman Nomor 08 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera
Barat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2017-Maret 2018.
3.2  Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas,
penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan
pustaka dari berbagai literatur, karya ilmiah, majalah dan buku-buku
yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang
dibahas.

2) Penelitian lapangan (field research)

Penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan
perusahaan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan yaitu

pengamatan (observasi) dan wawancara.
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3) Dokumentasi
Data dari dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan
judul, baik yang bersumber dari dalam instansi pemerintahan maupun
bersumber dari perpustakaan.
3.3  Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diambil melalui survei.
Dimana didalam analisa deskriptif ini melakukan analisis dalam proses kegiatan
penelitian menggunakan daftar pertanyaan untuk pengurus dan pengelola instansi
pemerintah yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan yang diterapkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dengan studi lapangan dan analisis.
Menurut Sugiyono (2013 : 14), penelitian deskriptif kualitatif adalah
penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jadi penelitian
deskriptif kualititatif ini untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan

mempunyai landasan teori yang sesuai fakta.



4.1

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

A. Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sebelumnya bernama
Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dinas Kesehatan
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung awalnya bertempat di Kota
Sawahlunto, tepatnya dilokasi RSUD Kota Sawahlunto sekarang ini
berada. Setelah pemekaran, Kota Sawahlunto menjadi Kotamadya,
pada tahun 1983, Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
pindah ke Muaro Sijunjung.

Seiring dengan diresmikan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
menjadi Kabupaten Sijunjung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal
10 Maret 2008 berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2008, maka Dinas
Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pun berganti nama
menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, yang bertempat di
Jalan Jendral Sudirman Nomor 08 Muaro Sijunjung.

Dalam perkembangan pengelolaan kesehatan di Kabupaten
Sijunjung ditandai dengan dibangunnya sarana kesehatan antara lain
dibangunnya 12 Puskesmas, Pustu, Poskesri, Puskel, Posyandu, yang

berhubungan erat dengan aktivitas penduduk sehari-hari dibidang
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kesehatan masyarakat untuk menangani kebutuhan masyarakat yang
lebih optimal.
Visi dinas kesehatan kabupaten Sijunjung yaitu :
“Nagari Madani yang maju, adil, jaya dan sejahtera”, maka dinas
kesehatan kabupaten Sijunjung menyusun rencana strategis melalui
visi yang akan diwujudkan sampai tahun 2021 yaitu “Nagari Madani
yang maju, adil jaya dan sejahtera”
Misi dinas kesehatan kabupaten Sijunjung yaitu :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas dan

berakhlak mulia.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
4. Mewujudkan pemerintah yang bekerja dan melayani.

5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan.
6. Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan adat basandi

syara’, syara’ basandi Kitabullah anak nagari.
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B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang masih berlaku sampai

saat ini, susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

a.

b.

Kepala Dinas

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subag Perencanaan

2. Subag Keuangan dan Aset

3. Subag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus
2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

3. Seksi Gizi dan Usia Lanjut

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
2. Seksi Surveilans Imunisasi dan Bencana

3. Seksi Kesehatan Lingkungan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
1. Seksi Ketenagaan dan Diklat

2. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan

3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
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Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan

1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
2. Seksi Data dan Informasi Kesehatan

3. Seksi Kesehatan Institusi

Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis Dinas



KEPALA DINAS

SEKRETARIS

33

SUBAG

PERENCANAAN

SUBAG KEUANGAN

DAN ASET

UPTD

SUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

BENDAHARA

PENGELOLA GAJI

BENDAHARA

ASET

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2015

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung




C. Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 21 Tahun 2010,
berikut fungsi jabatan eselon Ill dan uraian tugas eselon IV Dinas
Kesehatan :
1. Bagian Sekretariat
Fungsi Bagian Sekretariat :
a) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan
penyelenggarakan administrasi kepegawaian
b) Penyelenggaraan urusan keuangan dan aset yang meliputi
perencanaan anggaran, pembukuan dan fungsinya
c) Penyelenggaraan urusan umum yang meliputi tata usaha
kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
1.2 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan :
a) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan
perencanaan,
b) Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan urusan dan tugas dinas,
c) Menyiapkan bahan perencanaan,
d) Menyiapkan pedoman dan  petunjuk  tentang
pelaksanaan perencanaan pengelolaan kesehatan,
e) Membuat rencana kerja umum,
f) Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain di

lingkungan Dinas Kesehatan,
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h)

i)
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Melaksanakan dan menyimpan berkas kerja, data dan
bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Melaksanakan penatausahaan tugas sub bagian
perencanaan,

Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan.

1.3 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset :

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan
dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku,
Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan dan
aset,

Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak
langsung,

Memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan,
Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan
dan aset,

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan kegiatan,

Menyiapkan bahan  pertanggung jawaban dan
menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,



)
K)
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Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan dan
aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset,
Menyusun laporan bulanan triwulan, dan tahunan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan
perlengkapan dinas,

Mempersiapkan  bahan  pelaksanaan  pengadaan,
penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan
barang dan perlengkapan,

Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi
penggunaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan
penghapusan barang dan perlengkapan,

Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian

barang inventaris dan perlengkapan kantor.

1.4 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

a)

b)

d)

Mengendalikan surat masuk dan surat keluar,
Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah
tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah
kantor dinas,

Membuat rancangan dan program sub bagian umum
dan kepegawaian,

Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dinas,
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e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang
telah ditetapkan,

f) Menyiapkan bahan pembuatan DP3 setiap pegawai,

g) Mempertanggung jawabkan kegiatan subag yang telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,

h) Mengumpulkan, = mengelola, = menyiapkan  data
kepegawaian dinas,

i) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas,

J) Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji
berkala pegawai,

k) Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian,
teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti
pegawai,

I) Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan
mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai,

m) Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai,

n) Mengkoordinir kehadiran pegawali,

0) Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut
Kepangkatan (DUK).

2. Bidang pelayanan kesehatan, mempunyai fungsi :
a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
manajemen dan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan

dan khusus.
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b) Penyelenggaraan urusan kesehatan ibu dan anak meliputi
kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan upaya melakukan
pemantauan kesehatan bayi dan anak balita.

c) Penyelenggaraan urusan gizi meliputi pemetaan kasus gizi,
bimbingan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat
serta urusan kesehatan usia lanjut.

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, mempunyai tugas :

a) Penyelenggaraan urusan pengendalian dan pemberantasan
penyakit,

b) Pelaksanaan surveilans imunisasi dan bencana,

c) Perumusan kesehatan lingkungan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai

fungsi :

a) Penyelenggaraan urusan ketenagaan dan diklat,

b) Pengelolaan kefarmasian dan sarana kesehatan,

c) Penyelenggaraan urusan pembiayaan dan jaminan
kesehatan.

Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan, mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan,

b) Pengelolaan data dan informasi kesehatan,

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan institusi.
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Setiap bidang mempunyai tiga kepala seksi dengan uraian tugas sebagai
berikut :
a) Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi
masing-masing,
b) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan,
¢) Menyusun rencana kerja seksi masing-masing sesuai dengan program
dan urusan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
d) Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan,
e) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan kegiatan,
f) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut
ketentuan yang berlaku,
g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4.1.2 Bentuk Penyajian Laporan Keuangan Aset Tetap pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung
Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07 yang
mengatur tentang aset tetap, bahwa Pernyataan Standar tersebut diterapkan
untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan
umum dan mengatur tentang penyajian akuntansinya, termasuk pengakuan,
pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penilaian, penghentian dan pelepasan
serta pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi
pemerintahan lainnya mensyaratkan penyajian akuntansi yang berbeda. Standar

akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa penilaian aset tetap berdasarkan
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biaya perolehan (historical cost). Penyajian neraca Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung disajikan pada lampiran I.

Berdasarkan penyajian neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
disajikan pada lampiran | dalam laporan keuangan tahun 2016 dan 2015 secara
berturut-turut nilai aset tetap di neraca sabesar Rp.78.522.432.060 dan
Rp.94.812.087.059.

Dari lampiran | dapat dilihat pada pos aset pada tahun anggaran per 31
Desember 2016 dan 2015, jumlah aset lancar sebesar Rp.8.273.067.689 dan
Rp.3.133.497.980, jumlah aset tetap sebesar Rp.94.812.087.059 dan
Rp.78.522.432.060, jumlah aset lainnya sebesar Rp.965.943.107 dan
Rp.118.009.424. Maka total aset Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung pada
tahun anggaran 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.104.032.367.855 dan
Rp.81.773.939.464.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung telah menyajikan informasi aset pada akhir tahun anggaran. Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar dan non lancar. Dalam neraca yang disajikan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung membandingkan antara neraca tahun berjalan dengan neraca tahun
anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung telah dicantumkan sesuai dengan PSAP nomor 07.
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4.1.3 Kilasifikasi Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Salah satu elemen dari aset pada neraca yang digunakan dalam laporan
keuangan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah aset tetap. Pada
umumnya setiap SKPD memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan yang
dilakukan. Menurut PSAP nomor 07 aset tetap adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berikut
adalah klasifikasi aset tetap dalam pemerintahan :

1. Tanah

2. Peralatan dan mesin

3. Gedung dan bangunan

4. Jalan, irigasi dan jaringan

5. Aset tetap lainnya

6. Kontruksi dalan pengerjaan.
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Tabel 4.1
Klasifikasi Aset Tetap
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

(Dalam Rupiah)

NO JENIS ASET TETAP TAHUN 2015
1 | Tanah 4.755.132.300
2 | Peralatan dan Mesin

a. Alat-alat angkutan 8.719.338.648

b. Alat-alat bengkel dan ukur 21.828.000

c. Alat-alat kantor dan rumah tangga 4.245.497.207

d. Alat studio dan komunikasi 72.169.500

e. Alat-alat kedokteran 6.147.603.367

f. Alat-alat laboratorium 999.448.544

g. Alat keamanan 1.109.000
3 | Gedung dan Bangunan

a. Bangunan gedung 53.291.370.138
4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi

a. Jaringan air 17.895.000

b. Instalasi 473.474.095
5 | Aset Tetap Lainnya

a. Buku dan perpustakaan 9.417.000
6 Konstruksi dalam pengerjaan 345.016.099

Jumlah Aset Tetap 78.754.282.799

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, selama tahun 2015 klasifikasi aset tetap yang
dimilki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung berupa tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan
kontruksi dalam pengerjaan. Dari data tersebut dapat dirincikan klasifikasi aset

tetap tahun 2015 sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Rincian Aset Tetap
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Tahun Anggaran 2015

NO NAMA ASET TETAP

1 | Tanah

2 | Peralatan dan Mesin

a. Alat-alat angkutan, terdiri dari :

Alat angkutan darat bermotor dan berat tak bermotor

b. Alat-alat bengkel dan ukur

c. Alat-alat kantor dan rumah tangga, terdiri dari :

1. Alat kantor : mesin tik, lemari besi, rak besi/metal,rak kayu

2. Alat rumah tangga : lemari dan rak kayu, tempat tidur besi/metal,kursi tamu

d. Alat studio dan komunikasi

Seperti ; camera, facsimile dan radio

e. Alat-alat kedokteran

Seperti ; sterilisator, stetoscope, timbangan badan, tensi meter dan infusing stand

f. Alat-alat laboratorium

Seperti ; Incubator, blender, alat laboratorium microbiologi lain-lain dan water bath

g. Alat keamanan

Seperti : persenjataan non senjata api

3 | Gedung dan Bangunan

Seperti ; Bangunan gedung yang terdiri dari :

a. Bangunan gedung tempat kerja : permanen, klinik/puskesmas/laboratorium

b. Bangunan gedung tempat tinggal : rumah negara golongan 1,2 dan 3

4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan

Seperti ; Instalasi yang terdiri dari :

a. Instalasi air minum/bersih

b. Instalasi air kotor

5 | Aset tetap lainnya, terdiri dari :

Buku dan perpustakaan

6 | Kontruksi dalam pengerjaan

Sumber : Data Olahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
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4.1.4 Pengakuan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akuntansi yang
digunakan yakni basis akrual. Kebijakan akuntansi ini meliputi seluruh pos-pos
utama dari laporan mengenai posisi aset dan laporan perubahan dalam posisi aset,
yang diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan didalam pelayanan kepada
masyarakat. Periode akuntansi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk
penyajian laporan keuangan adalah salah satu tahun menurut tahun takwin, yaitu 1
Januari s/d 31 Desember.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu SKPD yang
ada di Kabupaten Sijunjung yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah
dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana dalam pelayanan
kesehatan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Pada SKPD ini aset tetap
memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam PSAP, yaitu
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat dalam bentuk tanah, peralatan dan
mesin diakui sebagai aset tetap apabila dimanfaatkan lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

Penulis telah melakukan wawancara dan pengolahan data yang berkaitan
dengan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung. Wawancara yang dilakukan menghasilkan data yang dapat
dibandingkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang

aset tetap.



45

4.1.5 Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 20, aset tetap dinilai dengan
biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.

Sedangkan nilai aset tetap yang berasal dari pertukaran, nilai pembelian
aset tetap yang dapat diidentifikasikan pada saat pertukaran dinilai secara andal.
Untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara dibayar sendiri, maka nilai aset tetap
tersebut diukur berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses kontruksi
tersebut. Begitu juga dengan aset tetap yang dibayar secara sukarela.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung, bahwa pengukuran aset tetap untuk tahun 2015 dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo awal nilai Tanah yang dikuasai oleh Dinas Kesehatan per 31
Desember 2015 sebesar Rp.4.755.132.300 diukur dengan nilai
perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo awal nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp20.206.994.266 sebahagian diukur dengan nilai perolehan dan
sebahagian lagi diukur dengan nilai wajar yaitu aset tetap berupa alat

kedokteran yang diperoleh dengan hibah dari Kementrian Kesehatan RI
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Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan.
. Gedung dan bangunan

Saldo awal nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.53.291.370.138 diukur dengan nilai perolehan.
. Jalan, jaringan dan irigasi

Saldo awal nilai jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki atau
dikuasai Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2015
sebesar Rp.491.369.095 diukur dengan nilai perolehan.
. Aset tetap lainnya

Saldo awal nilai aset tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2015 sebesar
Rp.9.417.000 diukur dengan nilai perolehan.
Kontruksi dalam pengerjaan

Saldo awal kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015
sebesar Rp.345.016.099 diukur dengan nilai perolehan yaitu biaya-
biaya yang dikeluarkan meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung meliputi biaya perencanaan dan
sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenan dengan

pembangunan aset tetap.
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4.1.6 Pengeluaran Setelah Perolehan

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 49, Pengeluaran setelah
perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, pengeluaran yang terjadi
setelah perolehan aset tetap mempunyai jumlah batasan nilai perolehan.
Berdasarkan kebijakan akuntansi yang diungkap dalam catatan atas laporan
keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung bahwa nilai batasan pengeluaran

setelah perolehan aset tetap ditetapkan berdasarkan nilainya.
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Adapun pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung mutasinya sebagai berikut :

a. Mutasi Peralatan dan Mesin

Pada peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung pada posisi 31 Desember 2015 dengan rincian

pergolongan barang sebagai berikut :

Tabel 4.3

Mutasi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Golongan Barang Saldc_) 02 Mutasi Tahun 2015 Saldo 31
Januari 2015 Tambah Kurang Desember 2015
Alat-alat angkutan 7.750.498.323 968.840.325 - 8.719.338.648
Alat bengkel dan ukur 23.261.000 900.000 2.333.000 21.828.000
Alat kantor dan RT 4.509.947.480 246.723.862 511.174.135 | 4.245.497.207
Alat studio dan 72.169.500
komunikasi 66.612.500 16.500.000 10.943.000
Alat-alat kedokteran 5.907.129.829 | 2.462.259.706 | 2.221.786.186 | 6.147.603.367
Alat laboratorium 1.009.333.950 265.774.594 275.660.000 999.448.544
Alat keamanan 1.109.000 - - 1.109.000
Jumlah 19.267.892.082 20.206.994.266

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.3 bahwa terdapat mutasi tambah atas alat-alat angkutan

sebesar Rp.968.840.325 yang berasal dari belanja modal, sehingga saldo akhir alat-alat

angkutan sebesar Rp.8.719.338.648. Terdapat mutasi tambah atas alat bengkel dan ukur

sebesar Rp.900.000 dan mutasi kurang berupa penghapusan sebesar Rp.2.333.000,

sehingga saldo akhir alat bengkel dan ukur sebesar Rp.21.828.000. Terdapat mutasi tambah

atas alat kantor dan RT sebesar Rp.246.723.862 yang berasal dari belanja modal sebesar

Rp.214.828.862, berupa pengadaan alat kantor dan rumah tangga, dan belanja jasa yang
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dikapitalisir Rp.30.400.000, serta dari SKPD lain sebesar Rp.1.495.000 berupa tong
sampah gantung dan mutasi kurang sebesar Rp.511.174.135 berasal dari penghapusan,
sehingga saldo akhir alat kantor dan RT sebesar Rp.4.245.497.207. Terdapat mutasi tambah
atas studio dan komunikasi sebesar Rp.16.500.000 yang berasal dari belanja modal berupa
pengadaan kamera dan mutasi kurang sebesar Rp.10.943.000 yang berasal dari
penghapusan, sehingga saldo akhir alat studio dan komunikasi sebesar Rp.72.169.500.
Terdapat mutasi tambah atas alat-alat kedokteran sebesar Rp.2.462.259.706 yang berasal
dari belanja modal Rp.2.318.754.481, berupa alat-alat kedokteran dan belanja jasa
dikapitalisir berupa pembelian alat-alat kedokteran sebesar Rp.51.108.800 dan terdapat
hibah dari Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan sebesar Rp.92.396.425 dan mutasi kurang Rp.2.221.786.186 yang
berasal dari penghapusan, sehingga saldo akhir alat-alat kedokteran sebesar
Rp.6.417.603.367. Terdapat mutasi tambah atas alat laboratorium Rp.265.774.594 yang
berasal dari belanja modal berupa pengadaan haemoglobin, mikro pipet, centrifuge,
fotometer klinik dan belanja jasa yang dikapitalisir sebesar Rp.2.501.000 dan mutasi kurang
sebesar Rp.275.660.000 yang berasal dari penghapusan, sehingga saldo akhir alat
laboratorium sebesar Rp.999.448.544. Untuk alat keamanan tidak ada mutasi tambah
maupun mutasi kurang sehingga alat keamanan nilainya tetap sebesar Rp.1.109.000. Jadi,
total untuk aset tetap atas peratalan dan mesin tahun 2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung sebesar Rp.20.206.994.266.
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b. Mutasi Gedung dan Bangunan
Pada bangunan dan gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Kab.
Sijunjung pada posisi per 31 Desember 2015 dengan rincian
pergolongan barang sebagai berikut :
Tabel 4.4

Mutasi Gedung dan Bangunan
(Dalam Rupiah)

Saldo 02 Mutasi Tahun 2015 Saldo 31

Golongan Barang . Desember
Januari 2015 Tambah Kurang 2015

Bangunan Gedung | 50.917.419.428 | 2.373.950.710 - 53.291.370.138

Jumlah 50.917.419.428 53.291.370.138

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa terdapat mutasi tambah atas bangunan gedung
sebesar Rp.2.373.950.710 berasal dari belanja modal bangunan dan gedung dan belanja
jasa yang dikapitalisir Rp.53.242.000 berupa pekerjaan pemeliharaan gedung kantor
Dinas Kesehatan tempat wudhu, rehab kamar mandi, serta rehab plapond dan les plank
spandeck dan terdapat reklas dari kontruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan

Rp.18.339.778, sehingga saldo akhir gedung dan bangunan Rp.53.291.370.138.
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c. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pada jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung pada posisi per 31 Desember 2015
dengan rincian pergolongan barang sebagai berikut:
Tabel 4.5

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(Dalam Rupiah)

Golongan Saldo 02 Mutasi Tahun 2015 Saldo 31

Barang Januari Desember
2015 Tambah Kurang 2015

Jaringan air 17.895.000 - - 17.895.000

Instalasi 4.850.000 468.624.095 - 473.474.095

Jumlah 22.745.000 491.369.095

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang
atas jaringan air sehingga nilainya tetap sebesar Rp. 17.895.000. Terdapat mutasi tambah
instalasi sebesar Rp. 468.624.095 yang berasal dari belanja modal berupa pengolah air
limbah puskesmas Kamang dan sumur bor, sehingga saldo akhir jalan, irigasi dan

jaringan sebesar Rp. 491.369.095.
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d. Mutasi Kontruksi dalam Pengerjaan
Pada kontruksi dalam pengerjaan (KDP) yang dimiliki oleh Dinas
Kesehatan Kaupaten Sijunjung pada posisi 31 Desember 2015 dengan
rincian pergolongan barang sebagai berikut:
Tabel 4.6

Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
(Dalam Rupiah)

Saldo 02 Mutasi Tahun 2015 Saldo 31
Golongan Barang Januari Desember
2015 Tambah Kurang 2015

Kontruksi dalam pengerjaan | 25.623.112 | 356.072.543 | 11.056.444 | 345.016.099

Jumlah 25.623.112 345.016.099

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa terdapat mutasi tambah atas kontruksi dalam
pengerjaan sebesar Rp.356.072.543 yang berasal dari rehab rumah Dokter puskesmas
Muaro Bodi Rp.258.632.765, studi kelayakan penyiapan puskesmas Padang Laweh
sebesar Rp.39.600.000, studi UKL-UP; penyiapan puskesmas Padang Laweh
Rp.39.500.000 dan reklas dari KDP ke gedung bangunan sebesar Rp.18.339.778 dan
mutasi kurang sebesar Rp.11.056.444 yang berasal dari penghapusan, sehingga saldo
akhir kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp.345.016.099.

Mengingat kondisi aset pemerintah daerah yang disajikan pada neraca tahun
sebelumnya yang nilainya kurang layak dibandingkan dengan kondisi harga pasar saat
ini, karena nilai yang tercantum merupakan nilai aset pengadaan tahun 2009 ke bawah
berdasarkan hasil revaluasi/appraisal yang dilaksanakan tahun 2009 oleh lembaga
independen, disamping itu masih banyaknya aset/barang yang belum mempunyai nilai

sehingga perlu dilakukan penilaian kembali secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan
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Permendagri Nomor 12 Pasal 02 Tahun 2003 dan sesuai dengan kemampuan keuangan

pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung telah melakukan sensus

barang pada tahun 2016.

Tabel 4.7

Daftar Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
Per 31 Desember 2015

No Jenis Aset Tetap Masa Nilai Akumulasi Nilai Buku
Manfaat Perolehan Penyusutan
(Tahun)
1 | Alat-alat angkutan 7 8.718.884.648 | 6.399.593.326 2.319.291.322
2 | Alat bengkel 5 15.980.000 15.260.000 720.000
3 | Alat kantor dan rumah 5 4.018.795.107 | 3.095.619.027 923.176.080
tangga
4 | Alat studio dan komunikasi 5 71.784.500 40.645.900 31.138.600
5 | Alat kedokteran 5 6.027.634.169 | 3.387.442.129 2.640.192.040
6 | Alat laboratorium 8 888.276.544 614.306.077 273.970.467
7 | Alat keamanan 3 1.100.000 1.100.000 0
8 | Gedung dan bangunan 50 53.201.863.598 | 12.546.813.081 | 40.655.050.517
9 | Jalan, jaringan dan irigasi 30 468.624.095 15.620.803 453.003.292
Jumlah 73.412.942.661 | 26.116.400.343 | 47.296.542.318

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa nilai buku masing-masing aset tetap berasal dari selisih

antara nilai perolehan aset tetap dengan akumulasi penyusutan. Data penyusutan aset tetap

tersebut diperoleh dari hasil audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
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4.1.7 Penilaian Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 23, Untuk menentukan berapa
besarnya penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dalam hal ini neraca, maka
perlu ditetapkan terlebih dahulu nilai dari aset tetap tersebut, dengan kata lain
melalui tahap penilaian aset tetap sebagai berikut :

a. Penilaian Awal

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh
dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebut diperoleh , dan untuk keperluan penyusunan
neraca awal Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, biaya perolehan
aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal
tersebut disusun dan untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca
awal atas perolehan aset baru, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya
perolehan tidak ada.

b. Penilaian Kembali

Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam standar akuntansi
pemerintahan adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, namun ketika akan
dilakukan revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku
secara nasional. Selain itu revaluasi tidak diatur secara eksplisit
mengenai penilaian, apakah harus dilakukan secara keseluruhan aset
tetap atau dapat dilakukan secara parsial. Jika aset tetap dicatat pada
jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan
antara lain sebagai berikut:

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap

b) Tanggal efektif penilaian kembali

¢) Nama penilai independen (jika ada)

d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan

biaya pengganti
e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
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4.1.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam penghentian dan pelepasan
aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung memiliki jenis aset tetap
seperti kendaraan, jika kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) ingin
dilelang maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung membuat surat usulan
penghapusan kepada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), maka di BKAD
dinilai apakah layak atau tidak jenis aset tetap tersebut untuk dilelang dan jika
tidak layak jenis aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung akan dimusnahkan atau dihancurkan.
4.1.9 Pengungkapan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 adalah paragraf 80, untuk pengungkapan
laporan keuangan harus mengungkapan untuk masing-masing jenis aset tetap
sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount).
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan :
a) Penambahan
b) Pelepasan
¢) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada:
d) Mutasi aset tetap lainnya
c. Informasi penyusutan, meliputi :
a) Nilai penyusutan
b) Metode penyusutan yang digunakan
¢) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.
Sedangkan paragraf 81, laporan keuangan juga harus
mengungkapkan:
1. Eksitensi dan batasan hak milik atas aset tetap
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
aset tetap
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kontruksi, dan
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4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengungkapan atas laporan
keuangan tahun 2015 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk
dasar penilaiannya yang digunakan adalah nilai tercatat dan rekonsiliasi
jumlah tercatat pada awal dan akhir periode sudah ditunjukkan
berdasarkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai dan mutasi aset tetap lainnya. Untuk informasi
penyusutannya belum sepenuhnya dilakukan dan metode penyusutan yang
dipakai adalah metode garis lurus.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Pengakuan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Sijunjung yang bertugas untuk
membantu Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana
dibidang pelayanan kesehatan. Pada SKPD ini aset tetap memiliki pengertian yang sama
dengan pengertian aset tetap dalam PSAP Nomor 07. Berdasarkan hasil penelitian, dapat
diuraikan beberapa hal yang terkait dengan pengakuan aset tetap oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung sesuai dengan PSAP Nomor 07 yang disajikan dalam bentuk tabel

sebagai berikut :
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Pengakuan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

dengan PSAP Nomor 07

PSAP Nomor 07 Dinas Kesehatan Kabupaten Keterangan
Sijunjung
Masa manfaat lebih dari Suatu aset akan diakui sebagai aset Sesuai
12 (dua belas) bulan. tetap apabila aset tersebut memiliki
masa manfaat lebih dari 12 bulan
Biaya perolehan dapat Aset tetap diakui menggunakan Sesuai
diukur secara andal. biaya perolehan yang dapat diukur
secara andal
Tidak dimaksudkan untuk | Maksud pengadaan aset tetap bukan Sesuai
dijual dalam operasi untuk dijual melainkan suatu aset
normal entitas. tetap diperoleh dengan maksud
untuk digunakan dalam menunjang
kegiatan operasional entitas
Diperoleh atau dibangun | Pengadaan suatu aset adalah untuk Sesuai

dengan maksud untuk
digunakan.

digunakan dalam aktivitas entitas

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa pengakuan aset tetap oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung telah sesuai dengan PP yang berlaku yaitu PP Nomor 71

Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Mulai dari masa

manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset

diakui sebagai aset tetap. Menurut peneliti Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

telah mengikuti peraturan yang berlaku.
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4.2.2 Pengukuran Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan beberapa hal yang terkait dengan

pengukuran aset tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan PSAP

Nomor 07 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9

Pengukuran Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

dengan PSAP Nomor 07

PSAP Nomor 07

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Keterangan

Aset tetap dinilai dengan
biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan
biaya  perolehan tidak
memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat
perolehan.

Penilaian atas suatu aset tetap pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung adalah
dengan menggunakan biaya perolehan yakni
dinilai berdasarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap
untuk digunakan.

Sesuai

Biaya perolehan suatu aset
tetap terdiri dari harga
belinya  termasuk  bea
impor dan setiap biaya
yang dapat diartibusikan
secara langsung.

Biaya perolehan suatu aset tetap pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung terdiri
harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut
dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk
aset tetap tersebut.

Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 bahwa penyajian aset tetap tentang pengukuran aset

tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah sesuai PP yang berlaku

yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset

tetap. Menurut peneliti pengukuran Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dinilai

dengan biaya perolehan.
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4.2.3 Pengeluaran setelah perolehan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung bahwa sebahagian
aset tetap mempunyai mutasi (pengeluaran) untuk memperpanjang masa manfaat. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4, 4,5 dan 4,6 bahwa telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.
4.2.4 Penyusutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan beberapa hal yang terkait dengan
penyusutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan PSAP Nomor 07
yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10
Penyusutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
dengan PSAP Nomor 07

PSAP Nomor 07 Dinas Kesehatan Kabupaten Keterangan
Sijunjung
Nilai penyusutan untuk | Pada saat peneliti melakukan Tidak Sesuai
masing-masing periode | penelitian ini, Dinas Kesehatan
diakui sebagai | Kabupaten  Sijunjung  belum
pengurang nilai tercatat | pernah melakukan penyusutan atas
aset tetap dan | nilai aset tetap berdasarkan biaya
diinvestasikan ~ dalam | perolehan setelah dikurang
aset tetap. akumulasi penyusutan. Hal ini
dikarenakan belum adanya
petunjuk teknis tentang
penyusutan aset tetap yang
dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang. Untuk tahun 2015
sudah dilakukan penyusutan per
jenis aset tetap tetapi belum
sepenuhnya.

Sumber : Data Olahan, 2018
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Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa hingga saat peneliti melakukan
penelitian ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung belum pernah melakuan
penyusutan atas nilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan, akan tetapi metode
penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Hal ini dikarenakan belum
adanya petunjuk teknis tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang. Hal ini dianggap belum sesuai dengan PP yang berlaku yaitu PP
Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap karena
penyusutan sangatlah penting mengetahui nilai atas suatu aset yang memiliki.

4.2.5 Penghentian dan Pelepasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan beberapa hal yang terkait dengan
penghentian dan pelepasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan

PSAP Nomor 07 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Penghentian dan Pelepasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
dengan PSAP Nomor 07

Tabel 4.11
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PSAP Nomor 07

Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung

Keterangan

Suatu aset tetap dieliminasi dari
neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan
tidak ada manfaat ekonomik
masa yang akan datang

Suatu aset yang dianggap
sudah tidak lagi memiliki
manfaat akan dieliminasi
dari neraca dan dihentikan
penggunaannya.

Sesuai

Aset tetap yang dihentikan dari
pnggunaan  aktif  pemerintah
tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke
pos aset lainnya

Aset tetap didefinisikan
merupakan aset yang
memiliki masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas)
bulan namun jika aset
tetap tidak lagi memenuhi
definisi yang ada maka

aset tersebut akan
dihentikan dari
penggunaannya dan

dipindahkan ke pos aset
lain-lain.

Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada tabel 4.11 diatas terlihat bahwa penyajian aset tetap

tentang

penghentian dan pelepasan yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PP Nomor

71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Sijunjung akan segera memindahkan aset tetap yang

dianggap tidak lagi memenuhi definisi aset tetap akan segera memindahkan aset

tetap yang dianggap tidak lagi memenuhi definisi aset tetap ke pos aset lain-lain.

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset

tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali

memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan
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penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan
dari kelompok aset tetap menjadi akun aset lain-lain dalam kelompok aset lainnya
di neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal yang sama
diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara
aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat.
Jurnal standar untuk penghentian aset tetap yang telah habis nilai bukunya dari

penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tol Uraian Ref Debit Kredit
Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 2.250.000
Alat angkutan berat tak bermotor Rp. 2.250.000

Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti
aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus
dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan
penghapusan, maka suatu aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk aset tetap

yang masih memiliki nilai buku maka jurnalnya sebagai berikut :

Tgl Uraian Ref Debit Kredit
Akumulasi Penyusutan Rp. 13.553.966.459
Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 19.742.454.968
Peralatan dan mesim Rp. 33.296.421.427




Sedangkan menurut Permendagri
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Nomor 17 Tahun 2007 sebelum

dilakukan penghapusan aset tetap maka pihak aset terlebih dahulu mengirim surat

ke BKAD vyang berisi daftar barang yang akan dihapuskan. Kemudian dilakukan

pemeriksaan oleh panitia penghapusan aset.

4.2.6 Pengungkapan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan beberapa hal yang terkait dengan

pengungkapan aset tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan

PSAP Nomor 07 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12

Pengungkapan Aset Tetap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

dengan PSAP Nomor 07

PSAP Nomor 07

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Keterangan

Laporan keuangan harus
mengungkapkan dasar
penilaian yang digunakan
untuk  menentukan nilai
tercatat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
mengunhkapkan dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan nilai tercatat
dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap
dinilai dengan biaya perolehan.

Sesuai

Setiap jenis aset seperti :
tanah, gedung dan
bangunan, peralatan dan
mesin dan lain sebagainya
harus dinyatakan dalam
neraca secara terpisah atau
terperinci dalam catatan atas
laporan keuangan.

Semua aset tetap yang dimiliki oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung seperti :
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan
aset lain-lain dinyatakan secara terpisah
dalam neraca dan terperinci dalam catatan
atas laporan keuangan entitas.

Sesuali

Rekonsiliasi jumlah tercatat
pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan
penambahan, pelepasan,
akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai jika ada
mutasi aset tetap lainnya.

Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Sijunjung  mengungkapkan
rekonsiliasi jumlah tercatat yang
menunjukkan pelepasan mutasi aset tetap
lainnya selama periode tahun berjalan.

Laporan  keuangan

Sesual

Sumber : Data Olahan, 2018




Berdasarkan tabel
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4.12 terlihat bahwa penyajian aset tetap atas

pengungkapan aset tetap yang diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung telah sesuai dengan PP yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010

Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk

menilai suatu aset selain itu setiap jenis aset yang dimiliki juga disajikan secara

terpisah dalam neraca dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian aset tetap

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel

4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13

Komponen Penyajian Aset Tetap

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

No PSAP Nomor 07 Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Keterangan
[ Pengakuan
1 | Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) | Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap Sesuai
bulan. apabila aset tersebut memiliki masa manfaat
lebih dari 12 bulan
2 | Biaya perolehan dapat diukur secara | Aset tetap diakui menggunakan biaya Sesuai
andal. perolehan yang dapat diukur secara andal
3 | Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam | Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk Sesuai
operasi normal entitas. dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh
dengan maksud untuk digunakan dalam
menunjang kegiatan operasional entitas
4 | Diperolen atau dibangun dengan | Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan Sesuai
maksud untuk digunakan. dalam aktivitas entitas
Il | Pengukuran
5 | Aset tetap dinilai dengan biaya | Penilaian atas suatu aset tetap pada Dinas Sesuai
perolehan. Apabila penilaian aset tetap | Kesehatan Kabupaten Sijunjung adalah dengan
dengan  biaya  perolehan  tidak | menggunakan biaya perolehan yakni dinilai

memungkinkan maka nilai aset tetap

berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan




65

didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

hingga aset tersebut untuk

digunakan.

tetap siap

6 | Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri | Biaya perolehan suatu aset tetap pada Dinas Sesuai
dari harga belinya termasuk bea impor | Kesehatan Kabupaten Sijunjung terdiri harga
dan setiap biaya yang dapat | beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya
diartibusikan secara langsung. instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap
tersebut.
111 | Penyusutan
7 | Nilai penyusutan untuk masing-masing | Pada saat peneliti melakukan penelitian ini, Tidak
periode diakui sebagai pengurang nilai | Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung belum Sesuai
tercatat aset tetap dan diinvestasikan | pernah melakukan penyusutan atas nilai aset
dalam aset tetap. tetap berdasarkan biaya perolehan setelah
dikurang akumulasi penyusutan. Hal ini
dikarenakan belum adanya petunjuk teknis
tentang penyusutan aset tetap yang dikeluarkan
oleh pihak yang berwenang. Untuk tahun 2015
sudah dilakukan penyusutan per jenis aset
tetap tetapi belum sepenuhnya.
IV | Penghentian dan Pelepasan
8 | Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca | Suatu aset yang dianggap sudah tidak lagi Sesuai
ketika dilepaskan atau bila aset secara | memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca
permanen dihentikan penggunaannya | dan dihentikan penggunaannya.
dan tidak ada manfaat ekonomik masa
yang akan datang
9 | Aset tetap yang dihentikan dari | Aset tetap didefinisikan merupakan aset yang Sesuai
pnggunaan aktif pemerintah tidak | memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua
memenuhi definisi aset tetap dan harus | belas) bulan namun jika aset tetap tidak lagi
dipindahkan ke pos aset lainnya memenuhi definisi yang ada maka aset tersebut
akan dihentikan dari penggunaannya dan
dipindahkan ke pos aset lain-lain.
V | Pengungkapan
10 | Laporan keuangan harus | Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sijunjung Sesuai
mengungkapkan dasar penilaian yang | mengunhkapkan  dasar  penilaian  yang
digunakan untuk menentukan nilai | digunakan untuk menentukan nilai tercatat
tercatat. dalam laporan keuangan, vyaitu aset tetap
dinilai dengan biaya perolehan.
11 | Setiap jenis aset seperti : tanah, gedung | Semua aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Sesuai

dan bangunan, peralatan dan mesin dan
lain sebagainya harus dinyatakan dalam
neraca secara terpisah atau terperinci
dalam catatan atas laporan keuangan.

Kesehatan Kabupaten Sijunjung seperti
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset
lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam
neraca dan terperinci dalam catatan atas
laporan keuangan entitas.
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12 | Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal | Laporan keuangan Dinas Kesehatan
dan akhir periode yang menunjukkan | Kabupaten Sijunjung mengungkapkan
penambahan, pelepasan, akumulasi | rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan
penyusutan dan perubahan nilai jika | pelepasan mutasi aset tetap lainnya selama
ada mutasi aset tetap lainnya. periode tahun berjalan.

Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada dasarnya didalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 dan
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang akuntansi terhadap aset
tetap, hampir terdapat kesamaan dalam perlakuannya baik dalam pengakuan
aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan, maupun penilaian awal aset tetap.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, penulis menemukan
beberapa kelebihan dan kelemahan pada penerapan akuntansi terhadap aset tetap
pemerintah Kabupaten Sijunjung, antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan

1) Penilaian aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah
menggunakan prinsip dasar yaitu biaya perolehan (historical cost).

2) Daftar mutasi barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah
disajikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, serta
pengungkapan informasi-informasi aset tetap yang diperlukan dalam
penyusunan Laporan Keuangan.

3) Didalam neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, sistem

pencatatan yang digunakan bukan lagi single entry tapi double entry.




4)
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Kontruksi dalam pengerjaan ini maksudnya rehab dan studi penyiapan
rumah dokter dan puskesmas yang disajikan neraca sebagai biaya
perolehan. Biaya perolehan tersebut berupa biaya yang dikeluarkan
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan sewa peralatan dan biaya

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap.

Kelemahan

1)

2)

3)

4)

Masih adanya kesulitan pada pengurus barang dalam pengelompokan
barang sehingga masih ada terjadi reklas atau pembenaran golongan
barang di tahun 2015 sesuai dengan hasil sensus barang tahun 2015
Masih adanya belanja modal yang tidak di kapitalisir menjadi aset, ini
di karenakan adanya salah pada waktu penganggaran.

Masih adanya terdapat barang yang nilainya dibawah Rp.500.000,-
(yang bisa dikapitalisir sebagai aset tetap menurut ketentuan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sijunjung) dicatat sebagai aset tetap.

Berdasarkan laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 dan 2015
Kabupaten Sijunjung, terdapat kebijakan akuntansi yang menurut
standar akuntansi pemerintahan yang sampai dengan saat ini belum

sepenuhnya diterapkan yaitu akumulasi penyusutan per jenis aset tetap.



BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung kemudian menganalisa dan mengevaluasi data yang diperoleh maka
penulis dapat mengambil kesimpulan, dalam rangka pembaharuan aset tetap
daerah di dalam menghadapi era globalisasi ini, diperlukan adanya suatu
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara nasional baik untuk
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pertanggungjawaban
laporan keuangan pemerintah dapat lebih transparan, auditabel dan dapat
diakses dengan baik oleh publik. Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut:

1. Penerapan dan pengembangan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai
dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

2. Penilaian aset tetap pemerintah daerah tetap menggunakan prinsip
dasar yaitu nilai historis atau nilai perolehan.

3. Untuk penghentian aset tetap Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah
melaksanakan penghapusan dengan cara pelelangan barang inventaris

seperti kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat).
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4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sudah melakukan penyusutan
tapi belum sepenuhnya melakukan akumulasi penyusutan per jenis aset
tetap.

5. Penerapan dari 12 komponen penyajian aset tetap berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 bahwasanya
hanya sesuai 11 komponen penyajian aset tetap yang memenuhi oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

5.2  Saran

Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan kelemahan dalam
pembahasan sebelumnya dan dengan harapan dapat memberi masukan dan
gagasan baru bagi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, maka
penulis akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan masalah
penyajian aset tetap pemerintah khususnya pada perolehan dan penghentian
serta penyusutan aset tetap pemerintah. Berikut ini adalah saran yang penulis
berikan bagi penerapan aset tetap pemerintah di Kabupaten Sijunjung:

1. Perlu diadakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui
pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) di setiap SKPD beserta
jajarannya dengan memberikan pembinaan bagi Pengurus Barang.

2. Sebaiknya diadakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan
dokumen-dokumen tentang aset tetap khususnya pada perolehan aset

tetap agar tidak terjadi kekeliruan pencatatan dalam menilai aset
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tetap yang nantinya berpengaruh pada laporan keuangan suatu
entitas.

Sistem penganggaran yang harus sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 07 sehingga tidak terjadi salah
penganggaran yang berakibat kekeliruan dalam pencatatan atau
penggolongan aset.

Dalam penelitian ini, data yang penulis dapatkan tentang penyajian
aset tetap adalah untuk tahun 2015, tahun tersebut merupakan awal
penerapan basis akrual menyeluruh pada pemerintah daerah, termasuk
penerapan basis akrual pada aset tetap yang dikelola oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu, untuk peneliti
selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penerapan basis

akrual terhadap aset tetap yang dikelola pemerintah daerah.
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LAMPIRAN






Lampiran 1
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NERACA DINAS KESEHATAN
Per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015
URAIAN JUMLAH (Rp)
TAHUN 2015 TAHUN 2016
ASET

ASET LANCAR

KAS - 4.260.996.136
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Kas di BLUD - 4.260.996.136

PIUTANG 383.969.306 553.964.909
Piutang Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS 385.898.800 615.516.566
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (1.929.494) (61.551.657)

PERSEDIAAN 2.749.528.674 3.458.106.644
Persediaan Obat Gudang Farmasi 2.033.284.866 2.551.786.805
Persediaan bahan kimia labor 150.219.485 25.310.967
Persediaan Obat Puskesmas 560.674.140 871.989.190
Persediaan ATK 4.156.183 5.897.600
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos 507.000 391.000
Persediaan Bahan Medis - -
Pesediaan Bahan Bakar Minyak/Gas - -
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 192.000 41.000
Persediaan Bahan dan Alat Kesehatan 149.000 690.000
Persediaan Alat-Alat Listrik dan Elektronik 346.000 2.000.000

JUMLAH ASET LANCAR

3.133.497.980

8.273.067.689

ASET TETAP
Tanah 4.755.132.300 4.755.132.300
Tanah 4.755.132.300 4.755.132.300
Peralatan dan Mesin 19.742.454.968 30.479.725.533
Alat-Alat Besar - 154.502.320
Alat-ALat Angkutan 8.718.884.648 9.799.678.448
Alat-Alat Bengkel dan Ukur 15.980.000 108.280.000
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.017.530.107 5.850.362.857
Alat Studio dan Komunikasi 71.784.500 94.389.500
Alat-Alat Kedokteran 6.033.846.080 13.270.532.080
Alat-Alat Laboratorium 883.329.544 1.200.880.328
Alat Keamanan 1.100.000 1.100.000
Gedung dan Bangunan 53.201.863.598 55.531.043.839
Bangunan Gedung 53.153.479.598 55.482.659.839
Bangunan Monumen 48.384.000 48.384.000
Jalan, Jaringan dan Irigasi 468.624.095 2.743.066.387
Jalan dan Jembatan - 104.156.500
Jaringan Air 468.624.095 39.412.792
Instalasi - 2.599.497.095
Jaringan - -
Aset Tetap Lainnya 9.341.000 9.341.000
Buku dan Perpustakaan 9.341.000 9.341.000

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan




Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Kontruksi dalam Pengerjaan 1.293.778.000 1.293.778.000
Konstruksi dalam Pengerjaan 1.293.778.000 1.293.778.000
JUMLAH ASET TETAP 78.522.432.060 94.812.087.059
ASET LAINNYA 118.009.424 965.943.107
Aset Lain-lain 118.009.424 872.293.107
Aset Tak Berwujud - 93.650.000
JUMLAH ASET LAINNYA 118.009.424 965.943.107
Amortisasi - (18.730.000)
JUMLAH ASET | 81.773.939.464 104.032.367.855
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 871.769.711 630.830.644

Uang Perhitungan Pihak Ketiga - -

Pendapatan Diterima Dimuka - -
Utang Belanja Jasa 17.897.053 15.314.078
Utang Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN 853.872.658 615.516.566
JUMLAH KEWAJIBAN 871.769.711 630.830.644

EKUITAS

EKUITAS 55.362.636.248 74.930.330.617
Ekuitas 55.362.636.248 74.930.330.617
JUMLAH EKUITAS | 55.362.636.248 74.930.330.617
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 56.234.405.959 75.561.161.261

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016 dan 2015
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- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
FAKULTAS EKONOMI

Status : Terakreditasi

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 266/11.3/AU/KEP/2017

TENTANG :

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, setelah :

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

1. Bahwa sesuai dengan buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Barat perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas
Akhir/Skripsi untuk setiap mahasiswa;

2. Bahwa judul tugas akhir/skripsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuaan dari Dosen
Pembimbing yang telah ditunjuk oleh ketua Prodi;

3. Bahwa untuk kepastian dalam pelaksanaan tugas Dosen Pembimbing Tugas
Akhir/Skripsi perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan;

AD dan ART Muhammadiyah -

Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Statuta UMSB Tahun 2003

SK Akreditasi Nomor : 013/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009.

SK Majlis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 63/SK-

MPT/IIL.B/1.b/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Qaedah PTM
MEMUTUSKAN

OV e I e

Menyetujui Judul Skripsi/tugas akhir kepada mahasiswa yang tersebut namanya dibawah mi-

Nama : Nada Putri Rahawaty

Bp/NPM : 14.10.002.62201.007

Prodi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir/Skripsi :
Analisis Perlakuan Terhadap Perolehan, Penatausahaan Dan Penghentian
Aset Tetap Yang Berdasarkan Pada Standar Akuntansi Pemerintah.
(Studi Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung)

Menunjuk Saudara :
a. Rina Widyanti, SE.M.Si Ditugaskan Sebagai Pemimbing I
b. Immu Putri Sari, SE,M.Si Ditugaskan Sebagai Pemimbing I

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksankan sebagai
amanah, Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;
Padang
22 Muharram 1439 H

12 Oktober 2017 M
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Universitas Muhammadiyah Sumaiera Barait
FAKULTAS EKONOMI

butm 2 Ierakredltasl

Nomor: 7@ 113 AUF2018 Padang. 27 Rabbi'ul Akhir 1439 H.

Hal - Mohon Rekomendasi 15  Januari 2018 M.
Kepada Yth

Tombusan

Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sijunjung
Di
Ji. Jendral Sudirman No. 8 Muaro Sijunjung

Assalamualaikum Wr. Wh.

Dalam menyelesatkan  perkubiahan ¢ Fakultas Fkonoms  Universitas
Muh-mm.dry-h Sumatera Barat (FE-UMSB), maka setiap mahasiswa diharuskan
mengadakan penclitian untuk sknipsi.

Umﬁnmkummohmkaednm%mmﬂmmhnymgm
namanya di bawah ini dapat melakukan penclitian dan pengambilan data pada
perusahaan/instans: yang Bapak/fbu/Saudara pimpin, da:pndlumahlsxswa

Nama . Nada Putri

NIM : 14.10.002.62201.007

Tmp,Tgl Lahir . Bekasi, 20 November 1995

Program Studi . Akuntansi

Jemjang Program  © Strata Satu (S1)

Hp. : 08126192 2099

Judul Skripsi © Anahsis Penyajian Aser Tetap Pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan pemyvataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomeor 07 ¢ Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sjjunjung )

Demikian disampaikan kepada Bapak/Tbuw/Saudara, atas perhatian dan kerjasama vang
baik kami ucapkan terima kasih

Wabillataufig walhidayah
Wassalamu alaikum wr. wb.

Rekior UMSB
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10.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sudah menyajikan aset
tetap dalam laporan keuangan neraca?
Apakah penyajian aset tetap untuk tahun 2015 dan 2016 telah sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07?
Bagaimana penyajian aset tetap dalam laporan keuangan untuk tahun 2015
dan 2016 yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?
Apakah penyajian laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung telah berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 untuk tahun 2015 dan 20167
Apa saja komponen-komponen aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung?
Apa saja jenis kendaraan yang terjadi tahun 2015 untuk aset tetap?
Apa saja rincian-rincian yang terdapat pada aset tetap di Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2015?
Bagaimana tentang ketentuan umur manfaat setiap jenis aset tetap yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?
Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung melakukan review atas
umur manfaat aset tetap setiap tahunnya?
Jika umur manfaat aset telah habis, bagaimana perlakuan Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung yang dilakukan kepada aset tetap tersebut?

17
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Lampiran 8
TEKNIS WAWANCARA
1. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung sudah menyajikan aset tetap dalam
laporan keuangan neraca?

Sudah, sesuai dengan diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Apakah penyajian aset tetap untuk tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07?

Penvajian aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2015 dan

2016 telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

3. Bagaimana penyajian aset tetap dalam laporan keuangan untuk tahun 2015 dan 2016
yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Aset tetap disajikan dalam laporan keuangan vaitu neraca. Aset tetap disajikan

berdasarkan biaya perolehan. Akumulasi penyusutan aset tetap diperhitungkan

sebagai pengurang biaya perolehan. Besarnya penyusutan dihitung dengan

menggunakan metode qgaris lurus.

4. Apakah penyajian laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah
berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 untuk
tahun 2015 dan 20167

Untuk penyajian laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2015

dan 2016 telah berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Nomor 07, kecuali untuk penyusutan aset tetap belum sepenuhnya diterapkan untuk
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tahun 2015 dan tahun 2016 sudah diterapkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung.

. Apa saja komponen-komponen aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Komponen-komponen aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung berupa :

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset

tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

. Apa saja jenis kendaraan yang terjadi tahun 2015 untuk aset tetap?

Kendaraan roda dua dan roda empat vang terjadi untuk tahun 2015 oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Sijunjung

. Apa saja rincian-rincian yang terdapat pada aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung untuk tahun 2015?

Rincian-rincian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung terdiri atas : alat-

alat angkutan, alat-alat bengkel dan ukur, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat

studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat keamanan,

bangunan tempat kerja dan tempat tinggal, instalasi air minum/bersih, instalasi air

kotor, buku dan perpustakaan.

Bagaimana tentang ketentuan umur manfaat setiap jenis aset tetap yang dimiliki oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Ketentuan mengenai umur manfaat setiap jenis aset tetap oleh BKAD sebagai berikut

=

Alat-alat angkutan =7 Tahun

N

. Alat bengkel =5 Tahun

3. Alat kantor dan rumah tangga =5 Tahum
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4. Alat kedokteran =5 Tahun
5. Alat laboratorium =8 Tahun
6. Alat keamanan =3 Tahun
7. Gedung dan bangunan =50 Tahun
8. Jalan, jaringan dan irigasi = 30 Tahun

Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung melakukan review atas umur manfaat
aset tetap setiap tahunnya?

Tidak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tidak melakukan review karena atas

umur manfaat aset tetap vang dimiliki, karena hanya berpedoman pada umur manfaat

aset tetap yang telah ditetapkan dari awal tanpa melakukan review.

Jika umur manfaat aset telah habis, bagaimana perlakuan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung yang dilakukan kepada aset tetap tersebut?

Jika umur manfaat aset telah habis, mengenai perlakuan aset tetap tersebut, Dinas

Kesehatan Kabupaten Sijunjung mengembalikan lagi kepada Badan Keuangan Aset

Daerah (BKAD), apakah layak atau tidak untuk dijual (lelanq), jika tidak maka

dimusnahkan. Jadi dikembalikan lagi kepada BKAD, karena BKAD yang mempunyai

hak dan wewenang dalam perlakuan aset tersebut.

Bagaimana pengakuan aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Aset tetap diakui jika masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 12 bulan,

serta aset tetap diakui jika kemungkinan memberi manfaat pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung.

Bagaimana pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung?
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Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dihitung

berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya-biaya vang terjadi sampai aset tersebut

siap digunakan.

Bagaimana penilaian aset tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung?

Penilaian aset tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung berdasarkan penilaian

awal.
Penilaian aset tetap berdasarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Sijunjung?

Penilaian yang dilakukan berdasarkan biaya perolehan.

Bagaimana prosedurnya jika kendaraan tidak layak pakai atau terjadi penghapusan?

Jika kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) ingin dilelang maka pihak

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung membuat surat usulan penghapusan kepada

Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), maka di BKAD dinilai apakah layak atau

tidak jenis aset tetap tersebut untuk dilelang dan jika tidak layak jenis aset tetap yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung akan dimusnahkan atau

dihancurkan
Bagaimana pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung?

Untuk dasar penilaiannya vang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Sijunjung adalah nilai tercatat dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir

periode sudah ditunjukkan berdasarkan penambahan, pelepasan, akumulasi
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penyusutan dan perubahan nilai dan mutasi aset tetap lainnya, hal tersebut

diungkapkan dlam catatan atas laporan keuangan. Untuk informasi penyusutannya

juga diungkapkan, tetapi dalam catatan atas laporan keuangan tidak mengungkapkan

setiap jenis aset tetap secara terperinci.

Apa saja jenis aset tetap untuk mutasi tambah maupun kurang yang terjadi tahun
2015?

Mutasi tambah maupun kurang yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

vaitu peralatan dan mesin terjadi mutasi dan kurang, gedung dan bangunan terjadi

mutasi tambah, jalan, irigasi dan jaringan terjadi mutasi tambah, kontruksi dalam

pengerjaan terjadi mutasi tambah dan kurang.

Apakah sudah melakukan akumulasi penyusutan aset tetap untuk tahun 2015
berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

Untuk tahun 2015 akumulasi penyusutan aset tetap belum sepenuhnya dilakukan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Apa saja daftar penyusutan aset tetap yang terjadi tahun 2015?

Daftar penyusutan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2015 vaitu alat-alat

angkutan, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, alat studi dan komunikasi, alat

kedokteran, alat laboratorium, alat keamanan, gedung dan bangunan, jalan, jaringan

dan irigasi.
Kapan aset tetap yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dilakukan
penyusutan?

Aset tetap dilakukan penyusutan, jika aset tersebut sudah digunakan dan sudah

dipakai untuk proses operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tersebut
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pada tahun buku aset tersebut digunakan maka dilakukan penyusutan pada aset

tersebut.
Bagaimana penyusutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?
Penyusutan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung adalah :

1. Metode yang dipakai untuk penyusutan adalah metode garis lurus. Pembebanan

biaya penyusutan untuk aset tersebut setiap tahunnya berbeda.

2. Setiap aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung disusutkan

secara terpisah sesuai dengan pengelompokkan aset tetap tersebut, seperti :

peralatan, mesin, gedung dan bangunan.

3. Penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan masa manfaat aset tersebut.

4. Penyusutan dilakukan bila aset tersebut sudah digunakan.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menggunakan metode garis lurus untuk

jenis aset yang dimiliki.

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tidak melakukan review terhadap umur

aset tetap vyang dimiliki, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung hanya

menyesuaikan dengan masa manfaat yang ditetapkan awal.

Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menggunakan metode penyusutan
yang sama untuk setiap aset yang dimiliki?

lya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menerapkan metode garis lurus untuk

setiap aset tetap yang dimiliki tanpa terkecuali menggunakan cara yang sama hanya

umur manfaatnya saja yang berbeda.
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Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung melakukan revaluasi terhadap aset
tetapnya?

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung melakukan revaluasi, jika terdapat surat

perintah dari BKAD, tanpa adanya surat perintah dari BKAD maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung tidak melakukan revaluasi terhadap aset tetap yang dimiliki.

Apakah biaya-biaya perbaikan dan biaya renovasi dapat menambah umur manfaat
suatu aset tetap?

Tidak. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung jika umur manfaat sudah habis,

aset tetap tidak bisa bertambah umur manfaat dengan biaya perbaikan dan renovasi,

karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung hanya menggqunakan umur manfaat

vang ditetapkan diawal, jika ada renovasi atau perbaikan yang bersifat material, maka

Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung mengakui umur manfaat tersendiri untuk

renovasi tersebut dan akan menghapus aset yang mengalami renovasi sebelumnya.

Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07
diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Penyajian Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung telah berdasarkan biaya perolehan
atau pertukaran (at cost) namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aset
tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang aset tetap, bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan
setelah dikurangi akumulasi penyusutan, Hal ini disebabkan belum ditetapkannya
umur/manfaat atas aset-aset tesebut.

Sistem pencatatan apa yang dipakai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?
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Sistem pencatatan yang dipakai adalah double entry.

Opini apa yang dikeluarkan olen Badan Pemeriksaan Keuangan untuk laporan
keuangan tahun 2015 dan tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Untuk tahun 2015 opini yang dikeluarkan adalah wajar dengan pengecualian dan

2016 opini yang dikeluarkan adalah wajar tanpa pengecualian.

Apakah masih ada belanja modal yang tidak dikapitalisir menjadi aset di Dinas
Kesehatan Kabupaten Sijunjung?

Masih ada.

Apakah masih ada barang yang nilainya dibawah Rp.500.000 menurut Pemerintah
Daerah Kabupaten Sijunjung?

Masih ada.

Apakah terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung?

Ada. Terdapat dana dari puskesmas-puskesmas di akhir tahun tidak dapat

direalisasikan dan adanya biaya rekening air dan listrik yang dianggarkan berpatokan

pada realisasi tahun sebelumnya, ternyata pemakaiannya di tahun 2015 berkuranag.

Bagaimana tanggapan Ibuk untuk hasil perbandingan yang telah dilakukan?
(Wawancara ini dilakukan saat setelah dilakukan perbandingan antara laporan
keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2015 dan 2016 dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07)

Saya sangat senang sekali karena ini bisa untuk masukkan bagi kami (Pihak Dinas

Kesehatan Kabupaten Sijunjung) melihat dimana kurangnya penyusunannya

penvyajian laporan keuangan dalam bentuk neraca khususnya aset tetap, karena
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